
 

  BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 

NOMOR  5  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR                      

NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANJAR, 

 
Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan Surat Edaran 
Kementerian Menteri Dalam Negeri Nomor 500/ 3831/ 87 

tentang Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2017, maka dipandang perlu melakukan 
pencabutan retribusi izin gangguan ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan 

Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang  

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaa dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 

4400);  
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah(Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 04); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12); 

 



3 

 

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/  http://jdih.banjarkab.go.id/ 3       

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 

dan 

BUPATI BANJAR 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan 

 

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 
2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar   Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

    Ketentuan angka 14, angka 15 Pasal 1 dihapus 
1. Ketentuan huruf b Pasal 2  dihapus 

2. Ketentuan huruf b Pasal 6  dihapus 

3. Ketentuan Bagian Kedua, Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 4, dan 
Paragraf 5,  Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18  
dihapus 

4. Lampiran II dihapus 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. II 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.  

     Ditetapkan di Martapura 
     pada tanggal 27 Juli 2018                           

 BUPATI BANJAR, 

 
Ttd 

  
 

H. KHALIRURRAHMAN  
 Diundangkan di Martapura  

 pada tanggal 27 Juli 2018                                  

 SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN  BANJAR,  

  
                       Ttd              
 

 

            H. NASRUN SYAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 5 

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI  

KALIMANTAN  SELATAN : (  54 /2018) 
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PENJELASAN 
ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 

NOMOR   5    TAHUN 2018 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR                      
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

I UMUM 

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan Surat Edaran 
Kementerian Menteri Dalam Negeri Nomor 500/ 3831/ 87 tentang 

Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, maka 
dipandang perlu melakukan pencabutan retribusi izin gangguan. 

  

 II PASAL DEMI PASAL 

     Pasal I    

                Cukup jelas.  

     Pasal II 

                  Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 

 

 

 


